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This study aims to investigate the effect of tax service and sanctions on compliance to pay 
income tax. It is conducted at PT. Kencana Inti Perkasa and employing the population and 
sample from the employees of this enterprise. The sample of the study is 87 respondents by 
using purposive sampling and the data is gained from respondenses through questionnaire which 
has been spread up around the population and analyzed by statistical approach includes a 
test of validity, reliability test, test the assumptions of regression analysis, classical hypotesis, 
multiple regression analysis, testing the hypothesis through a test of determination, t-test and 
f- test. Both tax services (X1) and tax sanction (X2) stand as independent variables while the 
employees’ complience to pay income tax is as dependent variable (Y). The results shows that 
regression analysis Y = 8,747 + 0,442 X1 + 0,650 X2 + 0,05. Partially indicate that taxes 
servise (X1) effects to compliance pays income tax of employees (Y) with a value of the tcount  
of 8,781 >1,66298. The most influential tax sanctions (X2) compliens significantly to pay 
income tax with a value of the tcount of 5,633 > 1,66298. Simultaneously the tax services and 
tax sanctions give effect significantly to compliance pays income tax of employess of PT. 
Kencana Inti Perkasa with a value of f count  of 95,989 > 3,11. Determination of coefficient 
of 96,9% indicates that the variable pay income tax compliance can be explained by the 









Pajak merupakan kewajiban yang harus 
dibayar oleh masyarakat baik yang bersifat 
individu-pribadi maupun badan atau lembaga 
berupa organisasi atau perusahaan dari 
pendapatannya kepada pemerintah yang   
ditujukan untuk kegiatan pembangunan di 
segala bidang. Karena itu peranan pajak 
daerah pada hakekatnya ditujukan untuk 
kemandirian daerah dalam   pembangunan.  
Menurut Pohan (2014) pajak merupakan 
salah satu dana terpenting bagi kesinam-
bungan gerak roda pembangunan nasional 
yang antara lain terwujud dengan tersedianya 
sarana-sarana pelayanan umum yang telah 
kita nikmati bersama.  Sedangkan  menurut  
Sari  (2013)  pajak  adalah  suatu  pengalihan 
sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, 
namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
mendapat imbalan yang langsung dan 
proporsional, agar pemerintah dapat melaksa-
nakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 
pemerintah. Menurut Saidi (2014) pajak 
adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak 
tanpa tegen prestasi secara langsung dan 
bersifat memaksa sehingga penagihannya 
dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. 
Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, 
maka usaha untuk meningkatkan penerimaan 
pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang 
dalam hal ini merupakan tugas Direktorat 
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Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan 
Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan 
pajak maksimal, antara lain adalah dengan 
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal 
tersebut dilakukan dengan cara perluasan 
subjek dan objek pajak, dengan menjaring 
wajib pajak baru. 
Usaha memaksimalkan penerimaan pajak 
tidak dapat hanya mengandalkan peran dari 
Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi 
dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib 
pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan 
dari Official Assessment menjadi Self 
Assessment, memberikan kepercayaan wajib 
pajak untuk mendaftar, menghitung, mem-
bayar dan melaporkan kewajiban perpaja-
kannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan 
dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor 
yang sangat penting untuk mencapai 
keberhasilan penerimaan pajak. Sebagai upaya 
untuk meningkatkan penerimaan di dalam 
negeri khususnya di bidang penerimaan pajak 
dan kepatuhan perpajakan, maka mulai tahun 
1983 pemerintah telah mengadakan Tax 
Reporm, yaitu pembaharuan di bidang 
perpajakan dengan dikeluarkannya undang-
undang (UU) pajak baru dan diberlakukannya 
Self Assessment System. 
Pada umumnya setiap perangkat undang-
undang atau peraturan dilengkapi dengan 
sanksi. Maksudnya agar pelaksanaannya 
dapat tertib dan sesuai dengan target yang 
diharapkan. Dari sudut pandang yuridis, pajak 
memang mengandung unsur pemaksaan. 
Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak 
dilaksanakan, maka  ada  konsekuensi  hukum  
yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum 
tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi 
perpajakan (Sari, 2013). Pada hakikatnya, 
pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan 
untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan-
nya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak 
untuk mengetahui konsekuensi hukum dari 
apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. 
Untuk dapat memberikan gambaran 
mengenai hal-hal apa saja yang perlu 
dihindari agar tidak dikenai sanksi perpaja-
kan. Menurut Noviana (2015), sanksi adalah 
suatu tindakan berupa hukuman yang 
diberikan kepada orang yang melanggar 
peraturan. Peraturan atau undang-undang 
merupakan rambu-rambu bagi seseorang 
untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang 
harus dilakukan dan apa yang seharusnya 
tidak dilakukan. Menurut Resmi (2007), 
sanksi perpajakan adalah pelanggaran terha-
dap peraturan perundang-undangan perpaja-
kan, sehingga apabila terjadi pelanggaran 
maka wajib pajak dihukum dengan indikasi 
kebijakan perpajakan dan undang-undang   
perpajakan.   
Salah satu upaya dalam peningkatan 
kepatuhan wajib pajak adalah memberikan 
pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 
kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan 
meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, 
kurang tanggapnya institusi pelaksana 
pelayanan pajak justru akan berdampak pada 
berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap 
institusi pelayanan pajak. 
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya membayar pajak berhubungan 
erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan 
aparat pajak kepada wajib pajak. Sehingga 
pelayanan yang diberikan aparat pajak tidak 
memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, 
maka pelayanan yang diberikan tidak mak-
simal. Menurut Harisani (2013), pelayanan 
adalah cara melayani/membantu mengurus 
atau menyiapkan segala kebutuhan yang 
diperlukan seseorang. Pelayanan dalam hal 
perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan 
yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak 
kepada wajib pajak untuk membantu wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Menurut Purnaditya (2015), pelayanan 
dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai 
pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal 
Pajak kepada wajib pajak untuk membantu 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Menurut Kusuma (2016), pelaya-
nan pajak adalah suatu proses bantuan kepada 
wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang 
memerlukan kepekaan dan hubungan 
interpersonal agar terciptanya kepuasan dan 
keberhasilan. 
Namun demikian ada anggapan bahwa 
pelayanan pajak masih dinilai kurang tanggap 
dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan 
dari wajib pajak sehingga mereka merasa 
bingung dan cenderung enggan menye-        
lesaikan tanggungan pajaknya. Belum 
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maksimalnya pelayanan pajak terhadap wajib 
pajak digambarkan pula dengan  masih  belum  
tersedianya website resmi  dari  Kantor Pajak 
yang diharapkan mampu  memberikan  kemu-
dahan  bagi  wajib  pajak untuk mengetahui  
berbagai informasi  terkait  pajak. Kewajiban  
untuk  membayarkan  pajak penghasilan  ini 
timbul  sejak  saat  orang  pribadi  atau  badan  
tersebut  menjalankan  usaha  atau melakukan 
kegiatan sehingga memperoleh penghasilan. 
Namun demikian upaya tersebut masih 
menemui hambatan.  
Terkait dengan pembahasan di atas, hal itu 
menjadi latar belakang permasalahan yang 
akan dibahas penulis, yaitu berkenaan dengan 
kepatuhan karyawan perusahaan dalam 
membayar pajak penghasilan di lingkungan 
PT. Kencana Inti Perkasa. Perusahaan ini 
bergerak dalam pengelolaan kelapa sawit 
yang dipimpin oleh Bpk. Hariyanto Hadi yang 
sudah berdiri sejak tahun 2010. PT. Kencana 
Inti Perkasa ini berlokasi di Jl. Lintas Aek 
Kanopan Dusun II Aek Marbatu Kampung 
Pajak Labuhan Batu Utara. Pimpinan PT.  
Kencana  Inti Perkasa sangat memperhatikan 
kesejahteraan karyawannya. Rata-rata upah 
yang diberikan kepada karyawan di atas Rp 
4.000.000,00.  
Seluruh karyawan di PT. Kencana Inti 
Perkasa telah di berikan NPWP, namun 
hampir seluruh karyawan di PT. Kencana Inti 
Perkasa tidak mengetahui apa fungsinya 
NPWP yang diberikan sehingga tidak adanya 
kepatuhan membayar pajak penghasilan 
tersebut. Tidak adanya kepatuhan membayar 
pajak penghasilan oleh karyawan PT. 
Kencana Inti Perkasa ini disebabkan karena 
tidak pahamnya tentang perpajakan baik 
sanksi dan peraturannya.  Ketidakpahaman  
itu  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  sosia-
lisasi atau pelayan yang diberikan oleh aparat 
pajak. Hal ini merupakan tugas penting aparat 
pajak sehingga dapat menambah jumlah 
pendapatan negara secara optimal.  
Ketidaktaatan   para   wajib   pajak  untuk  
membayar   pajak karena pengaruh psikologis 
yang kuat, adanya kesempatan untuk patuh 
atau tidak. Kesempatan tidak patuh terhadap 
pajak timbul karena pengetahuan yang 
terbatas. Walaupun pengetahuan pajaknya 
luas tetapi kurang adanya campur tangan 
pemerintah serta sanksi yang mungkin tidak 
sesuai memberikan kesempatan untuk tidak 
patuh. Dengan memperhatikan hal-hal 
tersebut penulis ingin mengetahui apakah 
pelayanan pajak serta sanksi pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. 
Berdasarkan uraikan di atas maka dalam 
penelitian adalah untuk mengungkap: 
 
1. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak penghasilan karyawan di 
PT. Kencana Inti Perkasa? 
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak  dalam 
membayar pajak penghasilan karyawan di 
PT. Kencana Inti Perkasa? 
3. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak dan 
sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak penghasilan 




2. METODOLOGI  
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Kencana 
Inti Perkasa yang berlokasi di Jl. Lintas Aek 
Kanopan Dusun II Aek Marbatu Kampung 
Pajak. Penelitian   ini   merupakan   penelitian   
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) peneli-
tian kuantitatif adalah data penelitian berupa 
angka-angka dan analisis menggunakan 
statistik. Data primer akan diproses dan 
dianalisis secara proporsional dalam peneltian 
ini. Data primer tersebut merupakan data atau 
informasi dari sumber pertama, biasanya di 
sebut dengan responden. Responden yang di 
maksud adalah para karyawan yang bekerja 
di PT. Kencana Inti Perkasa. Data diperoleh 
melalui pertanyaan tertulis dengan menye-
barkan kuisioner kapada para karyawan. 
 
2.1 Populasi dan Sampel 
 
Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 
atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah 106 
karyawan. Sedangkan sampelnya adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 
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2012). Bila populasi besar dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada 
populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 
tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan  
untuk  populasi. Untuk sampel  yang diambil  
dari  populasi  harus betul-betul mewakili. 
Sampling yang diambil penulis adalah 
sampling purposive. 
Sampling purposive adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono 2016). Oleh karena itu 
penulis akan mengambil sampel dengan 
ketentuan gaji yang diterima karyawan pabrik 
sebesar Rp, 4.500.000,00 atau lebih yang 
berjumlah 87 orang. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data 
 
Teknik pengambilan data yang dilakukan 
yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada 
karyawan di PT. Kencana Inti Perkasa. 
Penyebaran questionnaire dilakukan kepada 
orang-orang tertentu secara bertujuan yang 
kemudian disebut sebagai sampel, dan cara 
sedemikian disebut purposive sampling. 
Adapun data yang diperoleh dianalisis secara 
statistikal terutama dengan menggunakan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa pelayanan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
membayar pajak penghasilan. Berdasarkan 
hasil uji secara parsial tentang pengaruh 
pelayanan pajak terhadap kepatuhan 
membayar pajak penghasilan, diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil 
dari nilai α = 0,05 dan berkoefisien positif 
yang berarti bahwa pelayanan pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan membayar pajak penghasilan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 
pertama pada penelitian ini dapat diterima. 
Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan 
pajak yang diberikan oleh petugas pajak 
kepada wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya cukup berpengaruh. 
Hasil ini  memberikan  bukti empiris bahwa 
pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan karyawan. Dengan demikian 
fenomena yang diperoleh pada awal peneli-
tian, terjawab dengan hasil yang diperoleh 
pada penelitian ini. Dimana fluktuatifnya 
angka pelayanan pajak dipengaruhi secara 
signifikan oleh fluktuatifnya kepatuhan 
membayar pajak penghasilan karyawan.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Fitriona   
(2013) dimana   pelayanan   fiskus  secara   
parsial mempengaruhi  kepatuhan dalam 
membayar pajak penghasilan para karyawan, 
karena semakin bagus pelayanan yang 
diberikan oleh petugas pajak, maka semakin 
banyak wajib pajak yang mengerti tentang 
pajak dan mendorong wajib pajak untuk patuh 
dalam membayar pajak penghasilan. Hasil 
penelitian ini juga sejalan dengan teori yang 
dijelaskan oleh Purnaditya (2015) bahwa 
pelayanan  dalam perpajakan  dapat  diartikan 
sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat 
Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk 
membantu wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan.  
Adapun pengaruh sanksi pajak terhadap   
kepatuhan   membayar  pajak penghasilan, 
maka hal ini terkait dengan hipotesis kedua, 
yaitu sanksi pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan. Berdasarkan hasil uji secara 
parsial tentang pengaruh sanksi pajak 
terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan diperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α = 
0,05 dan berkoefisien positif yang berarti 
bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini 
dapat diterima. 
Dengan kata hasil analisis tersebut 
menggambarkan bahwa sanksi pajak memberi 
pengaruh kepatuhan membayar pajak 
pernghasilan. Hasil ini memberikan bukti 
empiris bahwa sanksi pajak berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap tingkat 
kepatuhan membayar pajak penghasilan 
karyawan PT. Kencana Inti Perkasa. Dengan 
demikian fenomena yang diperoleh pada awal 
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penelitian, terjawab dengan hasil yang 
diperoleh pada penelitian ini. Dimana  
fluktuatifnya angka sanksi  pajak  dipengaruhi  
secara signifikan oleh tingkat kepatuhan 
membayar pajak penghasilan karyawan PT. 
Kencana Inti Perkasa. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 
dilakukan oleh Noviana (2015) dimana sanksi 
pajak secara parsial mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
membayar pajak penghasilan karyawan, 
karena dengan adanya sanksi pajak maka akan 
meningkatkan kepatuhan membayar pajak 
penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan teori yang dijelaskan oleh Sanjaya 
(2014) bahwa sanksi perpajakan adalah suatu 
kebijakan yang efektif untuk mencegah 
ketidakpatuhan wajib pajak untuk melunasi 
pajaknya.  
Semenetara pengaruh pelayanan pajak 
dan sanksi pajak kduanya dianalisis untuk 
melihat apakah secara simultan keduanya 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. Hipotesis ketiga dinyata-
kan bahwa pelayanan pajak dan sanksi pajak 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan. Berdasarkan hasil uji secara 
simultan pengaruh pelayanan pajak dan sanksi 
pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan diperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α = 
0,05 dan berkoefisien positif. Artinya, pelaya-
nan pajak dan sanksi pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
membayar pajak penghasilan. Dengan demi-
kian hipotesis tersebut dapat diterima. 
Analisis tersebut menggambarkan bahwa 
pelayanan pajak dan sanksi pajak memberi 
pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan. Dengan kata lain hasil ini 
memberikan bukti empiris bahwa pelayanan 
pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap tingkat kepatuhan 
membayar pajak penghasilan karyawan PT. 
Kencana Inti Perkasa. Dengan demikian 
fenomena yang diperoleh pada awal  peneli-
tian terjawab dengan hasil yang diperoleh 
pada penelitian ini, dimana fluktuatifnya 
angka pelayanan pajak dan sanksi pajak 
dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat 
kepatuhan membayar pajak penghasilan 
karyawan PT. Kencana Inti Perkasa.  
Hasil penelitian ini juga menjelaskan 
seberapa besar pengaruh dari pelayanan pajak 
dan sanksi pajak dengan uji koefisien 
determinasi. Dari uji tersebut, hasil yang 
didapatkan sebesar 69,60% yang artinya 
variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat menjelaskan variabel 
terikat yang diteliti sebesar 69,6% dan 
sisanya sebesar 30,4% dijelaskan oleh 
variabel bebas yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Hasil  penelitian  ini  selaras  
dengan  teori  yang  dijelaskan  oleh  Dewi 
(2013) bahwa pelayanan dan sosialisasi dari 
petugas instansi pajak tentang perpajakan 
kepada masyarakat akan memberikan penga-
ruh kepada tingkat kepatuhan masyarakat 
dalam melaporkan dan membayarkan pajak 
penghasilan. Di sisi lain upaya untuk 
mengurangi ketidakpatuhan pajak adalah 
dengan diberlakukannya sanksi, baik sanksi 
denda maupun sanksi pidana.  Pemberian  
sanksi akan mengubah ketidakpatuhan secara 
paksa. Penelitian ini memberikan bukti 
secara teoritis  dan  empiris  bahwa  pela-
yanan  pajak  dan  sanksi  pajak  berpenga-
ruh signifikan terhadap kepatuhan membayar 






Berdasarkan pada analisis di atas, maka 
dapat diambil kesimpulan. Secara parsial, 
pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan  
terhadap kepatuhan membayar pajak peng-
hasilan karyawan PT. Kencana Inti Perkasa. 
Hal ini terlihat dari angka signifikansi pada 
variabel penelitian pelayanan pajak yang lebih 
kecil dari 0.05 (.000<0.05), dan nilai thitung > 
ttabel (8,781>1,66298), yang berarti pelaya-
nan pajak berpengaruh secara signifikan 
secara parsial terhadap kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. 
Demikian juga, secara parsial sanksi pajak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepa-
tuhan membayar pajak penghasilan karyawan 
PT. Kencana Inti Perkasa. Hal ini terlihat dari 
angka signifikansi penelitian pada variabel 
sanksi pajak menunjukkan angka yang lebih 
kecil dari 0.05 (.000<0.05) dan nilai thitung  
> ttabel (5,633>1,66298), yang berarti sanksi 
pajak berpengaruh signifikan secara parsial 
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terhadap kepatuhan membayar pajak 
penghasilan.  
Sementara analisis secara simultan, 
variabel pelayanan pajak dan sanksi pajak 
menunjukkan bahwa diperoleh Fhitung > 
Ftabel (95,989> 3,11) dengan nilai signify-
kansi lebih kecil dari 0.05 (.000<0.05) yang 
artinya pelayanan pajak dan sanksi pajak 
secara simultan atau bersama-sama memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan  
membayar pajak  penghasilan karyawan di 
PT.Kencana Inti Perkasa. 
Berdasarkan uji koefisien determinasi, 
nilai R Square adalah sebesar .696 atau 
sebesar 69.6%. Angka ini mengindikasikan 
bahwa besarnya pengaruh dari variabel bebas, 
yaitu pelayanan pajak dan sanksi pajak 
terhadap variabel kepatuhan membayar pajak 
penghasilan sebesar 69.6%, sedangkan  sele-
bihnya sebesar 30.4% oleh variabel lainnya 
yang tidak diteliti dan dijelaskan pada 
penelitian ini. 
Memandang pada hasil penelitian 
sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu 
kiranya disarankan bagi  peneliti  selanjutnya,  
untuk memperluas sampel dan periode 
(durasi) pengamatan yang akan digunakan 
untuk penelitian selanjutnya. Karena itu bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menambah atau mengganti variabel lain yang 
secara teori mempunyai pengaruh secara 
signifikansi terhadap kepatuhan membayar 
pajak penghasilan. Selanjutnya, bagi  peneliti  
selanjutnya dapat menggunakan bahan  
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